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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2009 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Lubuklirnggau 
Nomor 3 Tahun 209 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Lubuklinggau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009. 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1394 Nornor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daer: 
{Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nom 
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 200 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (embaran 
Negara Repubik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang.. 



9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 4844}; 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 
Nomor 4438}; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lenbaran Negara Republik indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tathun 2001 tentang Pajak Daerah (Lenmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik ndonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dubah beberapa kai terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesja 
Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik ndonesia Nomor 4570); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan . 



Menetapkan 

1. Pendapatan: 

a. Semula 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomot 4576): 

2. Belanja: 

b, Bertambah 

a. Semua 

22. Peraturan Penerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23..Peraturan Pemertntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

b. Bertambah 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

29. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; 

: PERATURAN WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG 

30. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula 
berjumlah Rp. 445.897.113.358,40 bertambah seumlah Rp. 52,929.717.237,30 sehingga menjadi 
Rp. 498.826.830.595,70 dengan tncan sebagai berkut: 

Jumtah Pendapatan setelah Perubahan 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2009. 

MEMUTUSKAN: 

Jumtah Belarja setelah Perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Pasal 1 

PENJABARAN 

Rp. 392.744.889.218,53 
Rp. 18.600,003,927, 77 

Rp. 445.897.113.358,40 
Rp 52.929.717.237,30 

Rp. 411.344.893.146,30 

Rp. 498.826.830,595,7O 
Rp. (87.481.937.449,40) 

3. Permbiayaan.3 



3. Pembiayaan: 

a. Peneimaan 

1. Semula 
2. Bertambah 

Junlah Penerimaan setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2, Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 
Sisa lebih pembiayaan ANggaran setelah Perubahan 

Rp. 55.152.224.139,87 
Rp. 35.829.713.309,53 

Peraturan inì mutai beriaku pada tanggal diundangkan. 

Diundangkan di Lubuklinggau 

Rp. 2.000.000.000,00 
Rp. 1.500.000.000,00 

pada tanggal 3 OKTOBER 2009 

Pasal 2 

Penjabaran Persbahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

KHAKISROPrAYUB 

Pasal 3 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkari pengundangan Peraturan Walikota Lubuklinggau ini 
dalam Berita Daerah. 

SEKRETARIS DĄERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Rp. 90.981.937.449,40 

Rp. 3.500.000.000,00 
Rp. 87.481,937.449,40 
Rp. 0 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 26 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 30-tOBER2009 
WALIKOTA LLUKLINŚGAU, 

H. RIDÙAN EPFENDI 
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